BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR  161  TAHUN 2009
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENILAI 

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL)
DI KABUPATEN BANTUL
BUPATI  BANTUL,
	Menimbang      :
	a.
	bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan Penilaian Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) di Kabupaten Bantul perlu dibentuk tim;

	
	
	

	
	b.
	bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), maka Keputusan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2003 tentang Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup perlu ditinjau kembali;

	
	
	

	
	c.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;

	
	
	

	Mengingat        :
	1.
	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;

	
	
	

	
	2.
	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;

	
	
	

	
	3.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

	
	
	

	
	4.
	Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

	
	
	

	
	5.
	Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;




	
	6.
	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

	
	
	

	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;


	
	8.
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2006 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

	
	
	

	
	9.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

	
	
	

	
	10.
	Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;

	
	
	

	
	11.
	Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 2 Tahun 2000 tentang Panduan Penilaian Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

	
	
	

	
	12.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul;

	
	
	

	
	13.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Kabupaten Bantul;

	
	
	

	
	14.
	Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;


	
	
	

	
	15.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;



	
	
	

	
	16.
	Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penjabaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2009;


	Memperhatikan:
	1. 12.
	Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

	
	
	

	
	2. 13.
	Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08  Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;

	
	
	

	MEMUTUSKAN :

	Menetapkan          
	:
	

	 KESATU
	:
	Membentuk Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.


	KEDUA
	:
	Tujuan dibentuk Komisi Penilai sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah memberi pertimbangan berbagai alternatif  hasil analisis mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan untuk proses pengambilan keputusan kepada Bupati Bantul.

	
	
	

	KETIGA
	:
	Tugas Komisi Penilai sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

	
	
	a. menilai Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL);
b. menilai Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL);
c. menilai Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL);
d. memberi pertimbangan kepada Bupati berdasarkan hasil penilaian AMDAL; dan
e. membantu penyelesaian diterbitkanya Keputusan Persetujuan KA-ANDAL, ANDAL, RKL dan RPL.

	 
	
	

	KEEMPAT
	:
	Uraian tugas masing-masing keanggotaan Komisi Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.


	KELIMA
	:
	Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Komisi.

	
	
	

	KEENAM
	:
	Biaya pelaksanaan kegiatan Komisi Penilai AMDAL dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 lewat Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul.

	
	
	

	KETUJUH
	:
	Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini maka Keputusan Bupati Nomor 84 Tahun 2003 tentang Komisi Penilai Analisis mengenai Dampak Lingkungan Hidup dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

	
	
	

	KEDELAPAN
	:
	Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

	
	
	

	
	
	Ditetapkan di Bantul

	
	
	pada tanggal  

	
	
	

	
	
	


Salinan Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1.  Kepala PUSREG-LH Jawa Bali di Yogyakarta;

2.  Gubernur DIY;

3.  Kepala BLH Provinsi DIY;
4.  Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
5.  Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;

6.  Kepala BLH Kabupaten Bantul;
7.  Kepala DPKAD Kab. Bantul;
8.  Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;

9.  Anggota Komisi Penilai AMDAL di Kabupaten Bantul;
Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.
LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR

TANGGAL

SUSUNAN KENGGOTAAN

KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BANTUL
	NO
	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	KEDUDUKAN DALAM INSTANSI

	1
	2
	3

	1. 
	Pengarah
	Bupati Bantul


	2. 
	Pembina
	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul


	3. 
	Ketua 
Merangkap Anggota

	Kepala Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul


	4. 
	Sekretaris Merangkap Anggota
	Kabid Pengendalian Pencemaran Dan Dokumen Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kab. Bantul


	5. 
	Anggota Tetap
	1. Unsur Bappeda Kabupaten Bantul;
2. Unsur Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;
3. Unsur Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
4. Unsur Pusat Studi Lingkungan Hidup UGM Yogyakarta;
5. Unsur Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul;
6. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
7. Unsur Dinas Perindagkop Kabupaten Bantul;
8. Unsur Dinas Perijinan Kabupaten Bantul;
9. Unsur Polres Bantul;
10.Anggota Lain Yang Dianggap Perlu;


	 
	Anggota   Tidak Tetap
	1. Instansi Terkait Di Kabupaten Bantul;
2. LSM Lingkungan;
3. Camat Terkait;
4. Wakil Masyarakat Terkena Dampak;
5. Pakar/Ahli Di Bidang Lingkungan Hidup;
6. Pakar/Ahli Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Bersangkutan;
7. Anggota Lain Yang Dianggap Perlu;

	
	
	

	
	Tim Teknis
	

	
	Ketua
	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Dan Dokumen Lingkungan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul


	
	Anggota
	1. Pusat Studi Lingkungan Hidup;
2. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul;

	1
	2
	3

	
	
	4. Instansi Yang Membidangi Usaha Dan Atau Kegiatan Yang Bersangkutan;

5. Ahli Lain Yang Berkaitan Dengan Bidang Ilmu Yang Terkait.



	
	Sekretariat
	

	
	Ketua
	Sekretaris Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul


	
	Anggota
	Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul

	
	
	

	
	
	


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR

TANGGAL

URAIAN TUGAS KENGGOTAAN

KOMISI PENILAI AMDAL KABUPATEN BANTUL
	NO
	KEDUDUKAN DALAM KOMISI
	TUGAS

	1
	2
	3

	1.
	PENGARAH
	mengarahkan kepada Komisi Penilai AMDAL dalam melakukan penilaian untuk dijadikan dasar dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan rencana kegiatan diterima atau ditolak.


	2.
	PEMBINA
	Memberikan pembinaan baik teknis maupun administratif kepada anggota Komisi Penilai AMDAL dalam melaksanakan penilaian dokumen.


	3.
	KETUA 
MERANGKAP ANGGOTA
	a. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan yang menjadi tugas Komisi Penilai;
b. memberikan pengarahan kebijaksanaan, petunjuk berdasarkan pertimbangan yang diajukan Sekretaris dan Anggota; dan
c. menetapkan rencana kerja dan jadwal kegiatan rapat pleno Komisi Penilai.


	4.
	SEKRETARIS MERANGKAP ANGGOTA
	a. mewakili Ketua Komisi Penilai apabila berhalangan dalam menjalankan tugas-tugas Komisi Penilai;
b. membantu tugas-tugas Ketua Komisi Penilai dalam memimpin pelaksanaan kegiatan Tim Teknis dan Kesekretariatan;
c. membantu Ketua Komisi Penilai dalam mempersiapkan agenda acara dan pelayanan teknis rapat berkala dan rapat khusus;
d. membantu Ketua Komisi Penilai dalam mengumpulkan dan mengolah bahan sidang Komisi Penilai;
e. menyelenggarakan surat-menyurat, doku- mentasi, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, penyusunan laporan dan informasi untuk kelancaran tugas Komisi Penilai; dan
f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komisi Penilai.


	5.
	ANGGOTA TETAP / TIDAK TETAP
	a. memberikan bahan masukan yang berhubungan dengan kegiatan Komisi Penilai baik diminta maupun tidak diminta;
b. menghadiri secara aktif sidang yang diselenggarakan Komisi Penilai; dan
c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Ketua Komsi Penilai.



	1
	2
	3

	6.
	TIM TEKNIS
	a. membantu Komisi Penilai dalam melaksanakan tugasnya yang bersifat teknis;
b. mengoreksi, meneliti dan menelaah secara teknis Kerangka Acuan Dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) dan dokumen lain yang berkaitan dengan AMDAL sebelum disidangkan oleh Komisi Penilai;
c. menyiapkan, mengumpulkan dan mengolah bahan/data sebagai masukan kepada Komisi Penilai dalam rangka penilaian dokumen AMDAL;
d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Komisi Penilai; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Ketua Komisi Penilai.

	7.
	SEKRETARIAT
	membantu Komisi Penilai AMDAL dan Tim Teknis dalam tugas-tugas kesekretariatan.








